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RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang secara
substansial menjadi penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kota
Pangkalpinang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Mendasari ketentuan Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Renja ini sesungguhnya mencerminkan komitmen membangun
daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan
stakeholders terhadap Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah, juga merupakan integrasi
optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan
global.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat
bagi kita semua.

Pangkalpinang, = Mei 2024

2. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
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1.1.

BAB | PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mendasari ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana -
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
sesungguhnya Rencana Kerja (Renja) merupakan cerminan komitmen
membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dankeberpihakan
stakeholders terhadap masyarakat. Rencana Kerja menjadi langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk integrasi dan
optimalisasi sumber daya manusia serta sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategislokal, nasional dan
global. Rencana Kerja akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi
dan pemantauan gerak langkah pembangunan yang akan menjadi alat
pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi
seluruh organisasi perangkat daerah dan satuan terkait.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja (Renja) disusun sesuai arahan
operasionaldalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan menjadi
masukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja 2025 akan menghasilkan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025




sebagai salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan

organisasi perangkat daerah dalam upaya untuk mengetahui capaian kinerja
yang tercatum dalam perjanjian kinerja sebagai wujud dari kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun

2025 ini akan menjadi pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025,

yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah

serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang

dilaksanakan di Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5§ Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l termasuk kotapraja dalam
lingkungan daerah tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



10.

11,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan




12.

13.

14.

15

16.

17

18.

Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tantang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia
nomor 6402);

Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian tujuan Pembangunan Bekelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara




19.

20.

21,

22,

23,

24.

25.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),

Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana
pembangunan Jangka Mennegah daerah, Serta Tata Cara Peubahan
rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keja Pemerintah Daerah (Beritas
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan
Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah (berita negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penetapan

Standar pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiarn Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keunagan Daerah;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan




Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom
baru;

26.Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007
Nomor 04 Seri E);

27. Peraturan gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022
tentang Rencanan pembangunan daerah Provinsi kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);

28.Peraturan Walikota Pangakipinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur
Penunjang Pernagkat daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).

29.Peraturan Walikota Pangkalpinang No0.9 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota PAngkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144), Tanggal 15 Maret
2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk menyusun perencanaan program/
kegiatan tahunan yang akan menjadi masukan dalam penentuan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2025
dengan tujuan untuk menjadikan panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun
2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang,

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN




Sistematika Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pangkalpinang, disusun dengan sistematika yang meliputi :

BABI PENDAHULUAN;

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan

sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUNSEBELUMNYA

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya,analisis
kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan
usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta
rencana program dan kegiatan 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindaklanjut.

BABII




2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja merupakan bagian dari evaluasi kinerja
pelaksanaan perencanaan daerah, yang dilaksanakan dengan menetapkan target
capaiaan kinerja yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024. Target capaian kinerja
ini merupakan target capaian yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis. Realisasi
capaian yang menjadi tolak ukur pada evaluasi ini, diawali dari tahun sebelumnya yang

selanjutnya menjadi acuan untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan setiap tahun untuk memberikan dasar
dalam menentukan target kenerja pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat penting
karena dengan adanya evaluasi pada tahunsebelumnya dapat menjadi koreksi dan
panduan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya sehingga penentuan target menjadi
lebih terarah dandapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra)

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1



Tabed 2.1
REKAPITULASE EVALUAS! HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

DINAS ROMUNIKAS] DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANG

SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
';‘"‘"‘ Target dan Reatisast Kinerja Program dan Capai
Urusan/Bidang L Urusan/Bidang Tabuen 2023 Vi Renutra s/d tshun 2024
Urusen Indikator Kinerja Urusan Indikator Kinetja y .' " Kegiatan - arget
Pemerintahsn Daerah Program Pemeriotaban Daersh dan Program - m‘" "’,"" e m‘“"" dan m"" :-a Tinghat
i w::::"'m Som m(ﬂmu«nh gt | Fr b dox Keagiatas HOSREONS) gt Program pads Ketuaran Target fenja Realisasi Tingkat kegiatan .h;'.“" m‘:‘" Capaian
] ogram
2025) 2025) (2021-2024) (2021-2023) Rermstra tabun 2025 Kegilatan s/'d cabun 2023 Renjs Reatisast Rergs tatwn 2024 Kegiatan s/d tabun Resltsasi
tahun 2023 (% 2024 Terget
tshun 3022 Renstra (%)
% z 3 4 s & 8 L 4 10 = {W/8) " 12 = (7+9+11) 13 = {12/6)
4,179,695, 400 1.709,061.374 4,895 683,427 4.736,265,938 (37 4.265,409,371 | 12,631,416,681 3o z%
7.16.01.2.02 |A gar - Keuang [F 3,400,000 ,000 3,187.463.192 2,989,646,961 Z,944,360,152 (133 3.255.678,137 §.387,501,681| 276%
{Peranghst Dasrah an Ty Per anghat D L preinbis
angkat sesuai SAP m Adeministr asi
Satuan: %) Meuangan
[3.76.01.2.00.01 [Poryeduan Gajs aan Janiah Orang yang IFeryedians Gajt dany Jirrial: AGH yang 3,400, 500,000 S.186.507. 198 005,548, 961 TR N0 151 | WA T.I50.604,797 §.383,598. 081 | FE[33
Tunjengan ASH Menerina Gejl dan [ Tasesjargan ASH Imenerima Gaji dan
[Tunjargan ASN (Dergan Tusvjangan
: Crarg buban)
7.%6.01.2.02.05 |Woardinesi den iah Laporan TRoor o Fumiah Lap e - 360,000 . B X 987,200 1,347,200 [
(Pempusunan Lapors Akl Tadwn Lagoran Adchise addeir vabur SKPD
[essangan Akbir Tatun dan Lapovan Hasil (Tabun SKPO
SKPD dinast Peryusanan
Kewangan Akbir
Tabwr SKFD (Dengsn
atuan: Laporan)
7.76.01.2.02.07 |Woordioas] asn Lah Laporan K gars Foy dan P L Jurniah Laporan g 300.000 - £.00% 98,000 1.298.00G 23
|Pesryisunan Laparen Triwatanan/ Laparar Kevang 4
{Revangan Butanan/ teren WPD dan riwadanan’ Semes lecan SKPD
[Trivadarsn/ Semeaeran  fLaporen  Koordirasi teran SKPD
{5%P0 Perrpisunan  Laparan
Keasngar
Triwid anaen i Sevne
SKPD (Dengan
“Lisporsn)
7.75.01.2.00.08 [Peryussunan Peiaporan den [Juntah Dokomen [Perpumunen Peiaporan dan |Iumish Laporsn den B 366,900 B B 0.0¢ 958,400 1.298.400 3
greosis Real e dan ; Proge R i |analisis Progr
Arwggaran [Pregnosis Reslisan Asvggor an Resaliynst Anggeran
Anggar an (Deogan
{Satunr: Debumern)
1.16.01.2.05 |Administrash P P B i Kepegs ¥ - B 121,500,000 120,400,000 99% 100,400,000 220,800,000 o%
Persnghat pelanggaran Perangkat Daerah -
Daerah disigin {Dengarn Administr ast
%) " i S——
2.46,01.2.05.02 [Pengadasn Pakasian Dinas [umish Paket P gt Fak Dinas | |Jusniah Paksian Dinas - 31,500,000 30,400,000 7% ”.«.& 80,800,000 o
Diserta Atribut 45 beserts Mribut [Berserta Atriliuat vang Diadaban (1 Jenis
|[Keiengkagannya Ketergkapan (Dengan Kelenghapsnnya (Pakaian Kevjai
ISatuin Puket)




I:M Tearget dan Realisasi Kinerjs Prograen dan st C
UrusaniBidang Urusan indikator Kinerjs Urusan/Bidang Urusen Indikator Kinerje ool Kl "":.m Kegistan Tahun 2023 X8 Target Renstra s/d tahun 2024
Pemecintahan Daerah Program {Pemerintehan Daersh dan Program Copatan W"‘I“. ¥ e m' o Tinghat
Kode dan Program dasn Program dan Keg 1O 2 i Reatisesi Capaisn .
| Kegiatan i "" e "“‘m - b s By Target Renjs Beatinent " "'I"' M“" .m,:“"""'m i Program dan f"’“"‘
{2025 {2029 {2021-20243 {2021-2023) gt tahun 2023 R -"'n"MI prn G Kegiatan s/d tahun rw'
tahun 2022 2 Renstra (%)
t H 3 “ s 6 7 8 L] 10 = (3/8) 11 125 (7T+9+11) | 13 = {12/4)
e R e e
"7.16.07 2.05.00 [Pendiinan dan Peiathan  |Jonish Pegiwsi [Fendidiian dar Pelatin rnish Pegawst yang s 90,000,000 | 90.000.000 | 1005 50,000,000 140,000,000 (3
Pogawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan  [Pegawal Berdasarkan Tugas [Mengioti Diklst sesuai
[ Tuges dan Fungy Fungsi yang Mengiug e Fangsi TupoRst
Persdidivan dan Pelatitun
a0 Satuan:Orang)
Z16.01.2.06 [Adminatrasi Umum elaks B 51 Urnum [Presertase 784,231,400 128,369,850 §63,783,139 781,009,596 | 90% 707,589,400 T.117.058.846 | 606% |
TR0 TY.082.500 ITWTE Wiy | R B 159,600 ASEINT TeIAE
[ 2.76.07.2.06.02 [Pemyediaan Peralstan dan |Jumish Paket Peralatan [Penyedisan Peralatan dan  |Jomiah pevalatan dan B B $01.675 529 427 870,000 B5% 427,470,000 [
ghapan Kartor et Prerlengd Kantor [Perieng antor
Disedlakan {Dengan yanig Sisediskan
[Satuan: Paket)
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Target dan Realivasi Kiner ja Program dan
Kegiatan

Perkirasn Realisasi

Capaian
Target Renstra s/d tahun 2024

Ti
o G b abwsny
Slrianriidang t Gtae Welior Yienee i Kiniess Target Kinerjs Kinerfa Hasit bhsiasbarii Target
Pemerintahan Daersh Program Pemerintahan Daerah dan Program Copaian Program dan program dan Tingkat
Kode dan Program dan Outcome hegiatan | Program dan Keg! {0 e ’ . e = R § - Reslisasi c‘:::“ c
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' 2 3 4 s 6 7 8 L] 10 = {(9/8) 1" 12 = {7+9+11) 13 = (12/6)
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(Dengan
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yang Disediahsn
{Dengan SatuanXy s SO—
Z.1e.0n.2.08.01 Jasa Swurat Dumiah  Laporan [Pervedisan jssa Swrat [ Jurniah Surat yang - 48.200.000 70.865.088 69,815,088 99 6,815,088 187,830,176 o%
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Dengen
i :Lasgroran
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30,330,000 1793000 I 05T T8,727.075 | BT 53 775,000 FOCT R LY
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L oning Target den Reslisast Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinetja T Risivia ﬂm Kegiatan Tabun 2023 Yarget Terget Renstra s/d vahun 2014
Permeritaban Daerah Proge am Peamverintahan Daevah din Program “rm Program den program dan Tinghat
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deogan tahon 2023 % 2024 Target
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] 2 3 - 5 6 7 B 9 10 = (/8 11 12 = (Te9+11) 13 = {12/6)
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{Savuar: Dokamen ) Sesuai devgan strategi
lestemaribast | STRAKDM )
dan SOF yang tetah
{ditstaphan
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bimited/ pelathan (Satuan:
IO argh
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'T"'w Target dan Realisasi Kinerjo Program dan Peruirasn Realisasi Capsian
Urusan/Bidang Urussn Indikator Kinetja Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinedja Torget Kinorja M""m’ Kegiatan Tabun 2023 Turget Target Rerstra s/d tahun 2024
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1 2 3 4 s & 4 8 ° 0 = (9/8) " 12 = (749+11) 13 = (1278)
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Target dor Resfisasi Kinerja Program den Perkirasn Reslisasi Capalan
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Target R { Renstra s/d tahun 2024
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‘;ﬂm Target dan Realisssl Kinerjs Program dan Perkiraan Realisesi Capaian
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Peswrintah Daerah [Pererictah  Daerab Kabupaten Kasta
Kabugaten/Kota atropaten /Kots  yang
Dengan
i : Dolcurmeny




l;'“ﬂ" Tacget dan Roalisasi Kinerjs Program dan Perkirasn Reatisasi Capaisn
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan merupakan bentuk analisa pencapaian kinerja yang dilakukan
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika KotaPangkalpinang. Hal ini dilakukan dengan
menentukan indikator kinerja umum sebagai ukuran pencapaian kinerja yang telah di

tuangkan dalam rencana strategis.

Hasil pencapaian target kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah
pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang. Pencapaian
ini menjadi tolak ukur kemajuan yang telah dicapai. Dari capaian ini bisa menjadi dasar
sebagai pertimbangan dalam menentukan target kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2.




Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pangkalpinang

perencanaan dan
evaluasi

Meningkatkan kinerja IndeksSistem
penyelenggaraan pemerintahan Pemerintahan Indeks 2.6 2.8 3 2.2 2.87 2.6 2.8 3
dan pelayanan public Berbasis Elektronik
(SPBE)
Meningkatkan layanan Persentase data dan
informasi dan | informasi
komunikasi penyelenggaraan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
penyelenggaraan pemerintah yang
pemerintah daerah | dikomunikasikan/didesi
yang efektif dan efisien minasikan dengan baik
Meningkatnya layanan Persentase layanan
informasi dan komunikasi | public yang Persen 100 100 100 NA 100 100 100 100
penyelenggaraan diselenggarakan secara
pemerintah Daerah yang | online terintegrasi
efektif dan efisien
Meningkatnya kualitas Persentase
penyelenggaraan perangkat daerah
keamanan layanan dan yang menggunakan
data statistik sektoral. | data statistik dalam Persen 100 100 100 NA 100 100 100 100
menyusun




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan (Threats)

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang

datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi

dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Perubahan ekonomi pasca-pandemi berdampak pada perencanaan dan
penganggaran;

Stabilitas keamanan nasional, penguatan ketahanan dan keamanan siber,
pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet dan
keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;

Tingkat literasi digital penyelenggaraan dan pemanfaatan TIK, keterbukaan
informasi publik, keamanan informasi elektronik dan non elektronik serta satu data
Indonesia yang masih rendah,;

Koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system

pemerintahan berbasis elektronik, serta system manajemen data statistk terintegrasi

belum optimal.

Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi

(eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pangkalpinang sebagai berikut:

- Regulasi /peraturan yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik,

keterbukaan informasi public, pengelolaan informasi dan komunikasi, pola
hubungan komunikasi sandi, satu data Indonesia;

Tren Global dan Potensi Indonesia di Bidang Ekonomi Digital dan Pengembangan
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peran dan tantangan TIK dalam pertumbuhan




ekonomi. Distribusi sektor informasi dan komunikasi dalam PDB cenderung

mengalami peningkatan yang konsisten, Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital
dan industry 4.0.;
Standarisasi dan Sertifikasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu

organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kekuatan dalam pengembangan pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Masterplan Smart City Daerah Kota Pangkalpinang kota cerdas, rencana strategis
dan anggaran pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi
informasi, persandian dan statistic, regulasi /kebijakan penyelenggaraan dan
pemanfaatan TIK;

Kelembagaan dan aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan pemerintahan
komunikasi informasi, persandian dan statistic;

Adaptasi kebiasaan baru, berupa kesadaran dan kebutuhan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
pelayanan public pasca-pandemi

Penyelenggaran pelayanan public, beberapa diantaranya sudah menggunakan system
elektronik.

kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan system pemerintahan berbasis

elektronik, serta system manajemen data statistk terintegrasi belum optimal.

. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari

suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Kelemahan dalam pengembangan

pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

Penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik keterbukaan informasi

publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi

elektronik dan non elektronik, ketersedian data sesuai prinsip satu data Indonesia,




berbagipakai data dan kemudahan akses data belum terintegrasi dan terfasilitasi
dengan baik;

- Efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi pada beberapa dimensi yang belum optimal;

- Budaya kerja birokrasi dan Tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan
public dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum baik;

- Manajemen kepegawaian dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur yang

menguasai keahlian dibidang digital belum optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pangkalpinang merupakan review terhadap program dan anggaran pada tahun 2025 yang
telah ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja
Anggaran (RKA).

Review ini diiringi dengan penentuan target dari indikator program yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis. Dari target yang ditentukan terdapat jumlah pagu indikatif. Pagu
indikatif ini dapat dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh program
dan kegiatan. Adapun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.




Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Tahun 2025

2160 PROGRAM PENUNJANG LRUSAN Pangkalpinang Nilai SAKIP Perangkat Daerah. (Dengan T186 4179695400 | PROGRAM PENUNJANG LURUSAN Pangkalpinang 71886 479,695,400
PEMERINTAHAN DAERAH Satuan:NILAI) PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Ta 758
Perangkat Daerah (Dengan Satuan:NILAI)
216.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat | Pangkalpinang Persentase tersusunnya laporan 00 Administrasi Keuangan Perangkat | Pangkalpinang oo
Dagrah keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan 3400000000 | Daerah 3.400,000,000
Satuan:%)
216.01.202.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pangkalpinang Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan KX} 3.400,000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pangkalpinang 33 3.400.,000,000
Tunjangan ASN (Dengan
Satuan{lrang/bulan)
216.01.206 Administrasi Umum Perangkat Pangkalpinang Persentase pelaksanaan administrasi o0 184,221,400 | Administrasi Umum Perangkat Pangkalpinang 100 184,231,400
Daerah umum perangkat daerah (Dengan Daerah
Satuan:%)
2.16.01.2.06.01 Penyediaan  Komponen Pangkalpinang Jumlah Paket Komponen Instalasi | 2995300 | Penyediaan  Komponen Pangkalpinang | 2995300
Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kaentor Disediakan (Dengan SatuanPaket) Bangunan Kantor
216.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | 24,636,400 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang | 24,636,400
Disediakan (Dengan Satuan:Paket)




216.01.206.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pangkalpinang Jumlgh Paket Barang Cetakan dan | 2999700 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pangkalpinang | 2899700
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Penggandaan
SatuanPaket)
216.01206.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Pangkalpinang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 360 3600000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Pangkalpinang 360 3.600.000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Peraturan Perundang-undangan
Disediakan (Dengan Satuan:Dokurmen)
2160120608 Penyelenggarsan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | 150.000.000 | Penyelenggaraan Rapat | 150,000,000
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dangan Koordinasi  dan Konsultasi SKPD
Satuanl aporan)
216.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pangkalpinang Persentase terlaksananya Jasa 00 445224000 | Penyediaan Jasa Penunjang Pangkalpinang 100 445,224,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang  Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang Disediakan (Dengan
Satuan:%)
2160120802 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Pangkalpinang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kemunikasi, | 136.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Pangkalpinang | 136.000.000
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sumber Daya Air dan Listrik
(Dengan Satuand aporan)
216.01208.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Pangkalpinang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan | 7000,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Pangkalpinang | 7,000,000
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor
(Dengan Satuan: aporan)
216.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pangkalpinang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 302224000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pangkalpinang | 302224000
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kantor
(Dengan Satuan:Laporan)
216M.208 Pemeliharaan Barang Milik Pangkalpinang Persentase Barang Milik Dagrah dalam 100 150,240,000 | Pemeliharaan Barang Milik Pangkalpinang 100 150,240,000
Dagrah Penunjang Urusan kondisi baik (Dengan Satuan:%) Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
216.01.209.01 Penyediaan  Jasa Pemeliharaan, Pangkalpinang Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 3 [19.970,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | Pangkalpinang 3 119,920,000

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Init)

Biaya Pemeliharaan, dan  Pajak
Kendaraan Perarangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan




216.01.209.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana | Pangkalpinang Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 30,320,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana | Pangkalpinang | 30.320.00
dan Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Bangunan Lainnya
Satuanlnit)
21602 PROGRAM INFORMAS! DAN Pangkalpinang Persentase masyarakat yang menjadi 100 2869.987,000 | PROGRAM INFORMASI DAN Pangkalpinang 100
KOMLUNIKAS! PUBLIK sasaran penyebaran infarmasi publik, KOMUNIKASI PUBLIK 2.869.987,000
mengetahui kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Dengan
Satuan:%)
21602200 Pengelolaan Informasi dan Pangkalpinang Persentase Konten Informasi terkait (11} 2869,987.000 | Pengelolaan Informasi dan Pangkalpinang 100
Komunikasi Publik ~ Pemerintah Program dan Kebijakan Pemerintah dan Komunikasi Publik 2,869,987,000
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi sesual dengan Pemerintah  Daerah
strategi Komunikasi (STRAKOM) (Dengan Kabupaten/Kota
Satuan:%)
216.02.20107 Pelayanan Informasi Publik Pangkalpinang Jumlah permohonan Informasi Publik yang 0 325,000,000 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Pangkalpinang 0 325,050,000
diselesaikan sesuai peraturan perundangan
(Satuan: Permohonan)
216.022.0118 Manitoring Informasi Kebijakan Opini. | Pangkalpinang Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu 1] 72625000 | Pengelolsan Konten dan Pangkalpinang ] 72,625,000
dan Aspirasi Publik publik yang berkembang dan usulan agenda Perencanaan Media Komunikasi
komunikasi prioritas Pemerintah Dagrah Publik
(Satuan: Rekomendasi)
216.02201021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Pangkalpinang Jumlah media komunikasi publik milik 140 2422312000 | Pelayanan Informasi Publik Pangkalpinang 140 2422312000
pemerintah daerah yang dikelola maupun
pemanfaatan media berbayar sesuai
kriteria/juknis (Satuan: Media)
216.02201.24 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pangkalpinang Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang a 0,000,000 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pangkalpinang 3 50,000,000

Komunikasi Publik

difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan
(Satuan: Drang)

Komunikasi Publik




216,03 PROGRAM APLIKAS! INFORMATIKA Pangkalpinang Persentase Unit Kerja (PD, UPTD, dan 100 3,774/06,856 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Pangkalpinang 100 3.774106,856
Kelurahan) yang terhubung dengan akses
internet yang disediakan oleh dinas
kaminfa (Dengan Satuan:%)
21603.201 Pengelolaan Nama Domain yang Pangkalpinang Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, dan 50 47190000 | Pengelolaan Nama Domain yang | Pangkalpinang a0 47190,000
Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan) yang terhubung dengan akses Telah Ditetapkan olsh
Pusat dan Sub Domain di internet yang disediakan oleh dinas Pemerintah Pusat dan Sub
Lingkup Pemerintah Dagrah kominfo (Dengan Satuan:PD/Unit Kerja) Domain di Lingkup Pemerintah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.0104 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Pangkalpinang Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain | 47190000 | Penatalaksanaan dan Pengawasan | Pangkalpinang | 47,180,000
Domain Penyelenggaraan Pemerintah dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta NamaDomain dan Sub Domain
Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa (Satuan: Dokumen) dalam Penyelenggaraan
Domain Pemerintah Desa Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
216.03.202 Pangelolaan E-government di Pangkalpinang Persentase  Layanan E-Government 25 3,726 6,856 | Pengelolaan E-government di Pangkalpinang 25 3,726 916,856
Lingkup Pemerintah Daerah (Administrasi Pemerintahan dan Publik) Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara online dan Kabupaten/Kata
terintegrasi (Dengan Satuan:%)
216.032026 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Pangkalpinang Jumlah laporan hasil fasilitasi 2 95.395.000 | Penatalaksanaan dan Pangkalpinang 2 95.395.000
lingkungan Pemda penyelenggaraan SPAE di lingkungan Pemda Pengawasan  E- government
(Satuan: Laporan) dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
216.03.20218 Penyelenggaraan pusat kendali Pangkalpinang Jumlah dokurmen keterhubungan pusat | 931521856 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana | Pangkalpinang | 531521856
Pemerintah Daerah kendali dengan Pusat Data Nasional (Satuan: Induk dan Anggaran Pemerintahan
Dokumen) Berbasis Elektronik




100,000,000

2160320218 Koordinasi penyusunan dan/atau Pangkalpinang Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah | Pengelolaan Pusat Data Pangkalpinang | 100,000,000
reviu arsitektur dan peta rencana Daerah yang memuat B domain arsitektur Pemerintahan Daerah
SPBE Pemerintah Daerah dan peta rencana yang diusulkan (Satuan:
Dokumen)
216.0320224 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pangkalpinang Jumlah perangkat daerah di pemerintah 67 3.000.000,000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem | Pangkalpinang 7 3.000.000,000
Pemerintah Daerah Kab/Kota Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Keamanan Informasi
Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Satuan:
Perangkat Daerah)
220,02 PROGRAM PENYELENGEARAAN Pangkalpinang Persentase Perangkat Daerah yang 30 196145000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN Pangkalpinang 30 196,145,000
STATISTIK SEKTORAL Menggunakan Data Statistik dalam STATISTIK SEKTORAL
Menyusun Perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah (Dengan
Satuan:%)
22002200 Penyelenggaraan Statistik Pangkalpinang Persentase Perangkat Deersh yang 80 196445000 | Penyelenggaraan Statistik Pangkalpinang g0 196,445,000
Sektoral di Lingkup Daerah Menyediakan Data Statistik Sektoral Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota sebagal Sarana Perencanaan dan Kabupaten/Kota
Evaluasi (Dengan Satuan:%)
2200220109 Peningkatan Kualitas Data Statistik Pangkalpinang Persentase kegiatan statistik sektoral yang 100 147775000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pangkalpinang 100 147.775,000
Sektoral rilis tepat waktu (Satuan: Persen) Pengumpulan, Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data Statistik
Sektoral
2200220110 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pangkalpinang Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah 3 48370000 | Membangun Metadata Statistik Pangkalpinang 3 48.370.000
yang sesuai dengan Prinsip Satu Data dilengkapi metadata (Satuan: Dokumen) Sektaral
Indonesia
22,02 PROGRAM ~ PENYELENGGARAAN | Pangkalpinang Persentase titik yang diamankan 100 187,710,000 | PROGRAM Pangkalpinang 100 187,710,000
PERSANDIAN  LINTLK dibanding dengan jumlah seluruh titik PENYELENGEARAAN PERSANDIAN
PENGAMANAN INFORMASI pada pemeritah daerah berdasarkan UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pala Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)
yang ditetapkan (Dengan Satuan:%)




220220 Penyelenggaraan  Persandian Pangkalpinang Persentase sistem elektronik 100 94,265000 | Penyelenggaraan Persandian Pangkalpinang fon 84,265,000
untuk Pengamanan  Informasi pemerintah daerah yang telah untuk Pengamanan  Infarmasi
Pemerintah Daerah menerapkan prinsip manajemen Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota keamanan informasi (SMKI) (Dengan Kabupaten/Kota
Satuan:%)
2210220101 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Pangkalpinang Jumlgh Kebijakan Tata Kelola Keamanan | 44765000 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Pangkalpinang | 44,265,000
Keamanan Informasi dan Jaring Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi  Sandi Pemerintah Pemerintah Daersh Kabupaten/Kota yang Komunikasi Sandi Pemerintah
Daersh Kabupaten/Kota Ditetapkan (Dengan Satuan.Dokumen) Daerah Kabupaten/Kata
2210220103 Pelsksanaan  Keamanan Pangkalpinang Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan | 90,000,000 | Pelaksanaan  Keamanan Pangkalpinang | 40,000,000
Informasi Pemerintahan Daersh Informasi Pemerintahan Daerah Informasi Pemerintahan Dagrah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik Non Elektronik (Dengan SatuanLaporan) dan Non Elektronik
2202202 Penetapan Pola Hubungan Pangkalpinang Persentase Perangkat Daerah yang 2 93445000 | Penetapan Pola Hubungan Pangkalpinang 2 93,445,000
Komunikasi Sandi ~ Antar Memiliki Jaringan Komunikasi Sandi Komunikasi Sandi ~ Antar
Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%) Perangkat Daerah
Kabupaten/Knta Kabupaten/Kota
2210220201 Dperasionalisasi Jaring Komunikasi | Pangkalpinang Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung 1 93445000 | Dperasionalisasi Jaring Pangkalpinang 7 193,445,000
Sandi Pemerintah Daerah dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Komunikasi Sandi Pemerintah
Kabupaten/Kuta SatuanPerangkat Daerah) Daerah Kabupaten/Kota
11,2007 644,256 1,207 644,256




2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan usulan program dan kegiatan dilaksanakan dengan menentukan
program, kegiatan, indikator program dan pagu indikatif dari rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pagu indikatif usulan
program 2025 ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan alokasi
dana yang dibutuhkan pada tahun 2025.




BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencn Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil
Presiden, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk
arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang
komunikasi dan informatika lima tahun ke depan prioritaskan pada upaya mendukung
pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan
kelautan, pembangunan infrastutur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan
peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia

dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementrian Komunikasi dan
informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor
telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi
program Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus

pembangunan peerintah indonesia tahun 2019-2024 antara lain sebagai berikut :

1. Masih tingginya kesenjangan digital wilayah indonesia

2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi

3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah indonesia dengan jaringan infrastuktur pitalebar
(Palapa Ring)

4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus kinerja pemerintah terkait
hasil-hasil pembangunan

5. Interolensasi dan krisis kepribadian bangsa

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service obligation (USO) yang

mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah indonesia, antara lain:




1) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2) Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;

3) Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;

4) Kebutuhan radio keselematan untuk nelayan.

Tujuan Kementrian Komunikasi dan Informatika meliputi focus pembangunan bidang

komunikasi dan informatika yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman,

pariwisata dan industri, infrastuktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan kementrian

Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementrian Komunikasi dan

Infromatika anatara lain :

1

e - R

Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal,

Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman ;
Menigkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika,

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;

Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah

Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun

dengan 4 (empat) fokus utama, yaitu :

1

Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan
pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastuktur, sumber
daya manusia dan wilayah perbatasan;

Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang
telekomunikasi, internet dan penyiaran;

Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di
bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;

Kementrian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi

pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik




3.2.

Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan
startegi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan, berupa
hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome
program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah

beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table 3.1 sebagaimana berikut ini.




Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

Indeks Sistem Permenpan No.

Pemerintahan Berbasis Tahun 2018
Elektronik (SPBE)
Meningkatnya layanan Persentase data dan Jumlah kegiatan Persen NA 100 100 100
nformasi dan informasi penyelengaraan yang dilaksanakan
komunikasi pemerintah yang Dinas Kominfo
penyelengaraan dikomunikasikan/didesimina terkait penyampaian
Pemerintah Daerah yang sikan dengan baik data dan informasi
efektif dan efisien penyelenggaraan
tahun
berkenaan/jumlah
kegiatan terkait

penyampaian data
dan informasi yang
direncanakan dalam
renja tahun
berkenaan x 100%




eningkatnya layanan
informasi dan
komunikasi
penyelengaraan
Pemerintah Daerah yang
efektif dan efisien

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
keamanan layanan dan
data statistik sektoral.

ersentase layanan Pu
yang diselenggarakan secara
online terintegrasi

Persentase perangkat daerah
yang menggunakan data
statistik dalam menyusun
perencanaan dan evaluasi

e

gkat

p
daerah yang

menerapkan sistem
IT dalam
pelaksanaan tugas

dan pelayanan

publik/jumlah
perangkat daerah x
100%

Jumlah Perangkat Persen 100 100
daerah yang telah
mengumpulkan,
mengupdate dan
memanfaatkan
website data
statistik daerah
terpadu
(https://data.pangka
Ipinangkota.go.id)
dalam menyusun
perencanaan dan
evaluasi dibagi
jumlah perangkat
daerah dikali 100%

100

100



3.3.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk perwujudan dari strategi dan
kebijakan yang telah ditentukan. Rencana Kerja 2025 mengarahkan program
dan kegiatan dalam bentuk sebagai berikut :

- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan
Maju terlampir dalam Tabel 3.2.




Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang

(Dengan Satuan:Paket)

2,16,01 PROGRAM PENUNJANG Pangkalpinang | Nilai SAKIP Perangkat Daerah. 77.91 APBD 77.96 5,251,031,612
URUSAN PEMERINTAHAN (Dengan Satuan:NILAI) 4,179,695,400
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Pelayanan 76 77
Internal Perangkat Daerah
(Dengan Satuan:NILAI)
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Pangkalpinang | Persentase tersusunnya 100 APBD 100 3,938,115,799
Perangkat Daerah laporan keuangan perangkat 3,400,000,000
sesuai SAP (Dengan Satuan:%)
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Pangkalpinang Jumlah Orang yang Menerima 33 3,400,000,000 APBD 33 3,938,115,799
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN
(Dengan Satuan:Orang/bulan)
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Pangkalpinang | Persentase pelaksanaan 100 184,231,400 APBD 100 219,403,000
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat
daerah (Dengan Satuan:%)
2.16.01.2.06.01 Penyediaan Pangkalpinang Jumlah Paket Komponen 1 2,995,300 APBD 1 5,303,000
Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik | Pangkalpinang Jumlah Paket Bahan Logistik 1 24,636,400 APBD 1 30,500,000
Kantor Kantor yang Disediakan




2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Pangkalpinang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 2,999,700 APBD 1 5,000,000
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Paket)
2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Pangkalpinang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 360 3,600,000 APBD 360 3,600,000
Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan Undangan yang Disediakan
(Dengan Satuan:Dokumen)
2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 1 150,000,000 APBD 1 175,000,000
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Dengan Satuan:Laporan)
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Pangkalpinang | Persentase terlaksananya 100 445,224,000 APBD 100 471,144,500
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Disediakan (Dengan Satuan:%)
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Pangkalpinang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 136,000,000 APBD 1 136,000,000
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air
Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan
(Satuan:Laporan)
2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Pangkalpinang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 7,000,000 APBD 1 9,944,500
Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan
(Satuan:Laporan)
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pangkalpinang Jumlah Laporan Penyediaan 1 302,224,000 APBD 1 325,200,000
Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pangkalpinang | Persentase Barang Milik Daerah 100 150,240,000 APBD 100 156,629,000

Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

dalam kondisi baik (Dengan
Satuan:%)




2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pangkalpinang Jumlah Kendaraan Perorangan 3 119,920,000 APBD 3 121,629,000
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Jabatan yang Dipelihara dan
Pajak Kendaraan dibayarkan Pajaknya (Dengan
Perorangan Dinas atau Satuan:Unit)
Kendaraan Dinas Jabatan
2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Pangkalpinang Jumlah Sarana dan Prasarana 1 30,320,000 APBD 1 35,000,000
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
(Dengan Satuan:Unit)
2,16,02 PROGRAM INFORMASI Pangkalpinang | Persentase masyarakat yang 100 2,869,987,000 APBD 100 3,935,775,480
DAN KOMUNIKASI menjadi sasaran penyebaran
PUBLIK informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Dengan
Satuan:%)
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi Pangkalpinang | Persentase Konten Informasi 100 2,869,987,000 APBD 100 3,935,775,480
dan Komunikasi Publik terkait Program dan
Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah dan
Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi sesuai
dengan strategi Komunikasi
(STRAKOM) (Dengan Satuan:%)
2.16.02.2.01.07 Pelayanan Informasi Pangkalpinang Jumlah permohonan Informasi 10 325,050,000 APBD 1 250,050,000

Publik

Publik yang diselesaikan sesuai

peraturan perundangan (Satuan:

Permohonan)




2.16.02.2.01.19 Monitoring Informasi Pangkalpinang Jumlah rekomendasi komunikasi 10 72,625,000 APBD 1 95,625,000
Kebijakan Opini, dan terhadap isu publik yang
Aspirasi Publik berkembang dan usulan agenda
komunikasi prioritas Pemerintah
Daerah (Satuan: Rekomendasi)
2.16.02.2.01.021 Pengelolaan Media Pangkalpinang Jumlah media komunikasi publik 140 2,422,312,000 APBD 1 3,090,150,480
Komunikasi Publik milik pemerintah daerah yang
dikelola maupun pemanfaatan
media berbayar sesuai
kriteria/juknis (Satuan: Media)
2.16.02.2.01.24 Penguatan Kapasitas Pangkalpinang Jumlah ASN bidang komunikasi 5 50,000,000 APBD 12 750,000,000
Sumber Daya Komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti
Publik bimtek/pelatihan (Satuan:
Orang)
2,16,03 PROGRAM APLIKASI Pangkalpinang | Persentase Unit Kerja (PD, 100 APBD 100 3,910,458,392
INFORMATIKA UPTD, dan Kelurahan) yang 3,774,106,856
terhubung dengan akses
internet yang disediakan oleh
dinas kominfo (Dengan
Satuan:%)
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Pangkalpinang | Jumlah Unit Kerja (PD, UPTD, 70 47,190,000 APBD 90 62,333,392

Domain yang Telah
Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di
Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

dan Kelurahan) yang terhubung
dengan akses internet yang
disediakan oleh dinas
kominfo (Dengan
Satuan:PD/Unit Kerja)




2.16.03.2.01.04 | Pengelolaan Nama Pangkalpinang Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 47,190,000 4 1 62,333,392
Domain dan Sub Domain Nama Domain dan Sub Domain
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta
Pemerintah Daerah dan Domain Pemerintah Desa
Pengelolaan Nama (Satuan: Dokumen)
Domain Pemerintah Desa
2.16.03.2.02 Pengelolaan E- Pangkalpinang | Persentase Layanan E- 50 APBD 75 3,848,125,000
government di Lingkup Government (Administrasi 3,726,916,856
Pemerintah Daerah Pemerintahan dan Publik) yang
Kabupaten/Kota diselenggarakan secara online
dan terintegrasi (Dengan
Satuan:%)
2.16.03.2.02.15 | Fasilitasi penyelenggaraan | Pangkalpinang Jumlah laporan hasil fasilitasi 2 95,395,000 APBD 1 125,000,000
SPBE di lingkungan Pemda penyelenggaraan SPBE di
lingkungan Pemda (Satuan:
Laporan)
2.16.03.2.02.16 | Penyelenggaraan pusat Pangkalpinang Jumlah dokumen keterhubungan 1 531,521,856 APBD 1 573,125,000
kendali Pemerintah pusat kendali dengan Pusat Data
Daerah Nasional (Satuan: Dokumen)
2.16.03.2.02.18 | Koordinasi penyusunan Pangkalpinang Jumlah dokumen arsitektur SPBE 1 100,000,000 APBD 1 150,000,000
dan/atau reviu arsitektur Pemerintah Daerah yang
dan peta rencana SPBE memuat 6 domain arsitektur dan
Pemerintah Daerah peta rencana yang diusulkan
(Satuan: Dokumen)
2.16.03.2.02.24 | Penyelenggaraan Jaringan | Pangkalpinang Jumlah perangkat daerah di 67 3,000,000,000 APBD 1 3,000,000,000

Intra Pemerintah Daerah
Kab/Kota

pemerintah Kab/Kota yang
terhubung dengan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah Kab/Kota
(Satuan: Perangkat Daerah)




2,20,02 PROGRAM Pangkalpinang | Persentase Perangkat Daerah 60 196,145,000 APBD 70 200,000,000
PENYELENGGARAAN yang Menggunakan Data
STATISTIK SEKTORAL Statistik dalam Menyusun
Perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah (Dengan
Satuan:%)
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Pangkalpinang | Persentase Perangkat 100 196,145,000 APBD 100 200,000,000
Statistik Sektoral di Daerah yang Menyediakan
Lingkup Daerah Data Statistik Sektoral sebagai
Kabupaten/Kota Sarana Perencanaan dan
Evaluasi (Dengan Satuan:%)
2.20.02.2.01.09 Peningkatan Kualitas Data | Pangkalpinang Persentase kegiatan statistik 100 147,775,000 APBD 1 150,000,000
Statistik Sektoral sektoral yang rilis tepat waktu
(Satuan: Persen)
2.20.02.2.01.10 Penyelenggaraan Statistik | Pangkalpinang Jumlah kegiatan statistik 3 48,370,000 APBD 3 50,000,000
Sektoral yang sesuai sektoral yang telah dilengkapi
dengan Prinsip Satu Data metadata (Satuan: Dokumen)
Indonesia
2,21,02 PROGRAM Pangkalpinang | Persentase titik yang 100 187,710,000 APBD 100 195,500,000
PENYELENGGARAAN diamankan dibanding dengan
PERSANDIAN UNTUK jumlah seluruh titik pada
PENGAMANAN INFORMASI pemeritah daerah
berdasarkan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi (PHKS) yang
ditetapkan (Dengan Satuan:%)
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Pangkalpinang | Persentase sistem elektronik 100 94,265,000 APBD 100 100,000,000

Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

pemerintah daerah yang
telah menerapkan prinsip
manajemen keamanan
informasi (SMKI) (Dengan
Satuan:%)




2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Pangkalpinang Jumlah Kebijakan Tata Kelola 1 44,265,000 APBD 1 50,000,000
Tata Kelola Keamanan Keamanan Informasi dan
Informasi dan Jaring Jaring Komunikasi Sandi
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Ditetapkan (Dengan
Satuan:Dokumen)
2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Pangkalpinang Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 50,000,000 APBD 1 50,000,000
Keamanan  Informasi Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik dan Non Elektronik
Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Pangkalpinang | Persentase Perangkat 27 93,445,000 APBD 30 95,500,000
Hubungan Komunikasi Daerah yang Memiliki
Sandi  Antar Jaringan Komunikasi Sandi
Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)
Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Pangkalpinang Jumlah Perangkat Daerah yang 7 93,445,000 APBD 10 95,500,000
Komunikasi Sandi Terhubung dalam Jaring
Pemerintah Daerah Komunikasi Sandi (Dengan
Kabupaten/Kota Satuan:Perangkat Daerah)
11,207,644,256 13,492,765,484




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daecrah merupakan bentuk perencanaan untuk
mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang pada belanja yang
dianggarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang pada tahun 2025.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah disusun dalam Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 4.1.




Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PANGKALPINANGTAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

21601 PROGRAM PENLIN.JANG LIRUSAN Pangkalpinang | Milai SAKIP Perangkat T4 Nilai SAKIP T181 4179,695400 5,251,031.612
PEMERINTAHAN DAERAH Daerah. (Dengan Perangkat Daerah.
KABUPATEN/KOTA Satuan:NILAI) (Dengan
Satuan:NILAI)
Indeks Kepuasan T8 Indeks Kepuasan T8
Pelayanan Internal Palayanan Internal
Perangkat Daerah Perangkat Daersh
(Dangan Satuan:NILAI) (Dengan
Satuan:NILAI)
216.m.202 Administrasi Keuangan Perangkat Pangkalpinang | Persentase 100 Persentase [1]1] 3938415799
Daerah tersusunnya laparan tersusunnya 3,400,000,000
keuangan perangkat laporan keuangan
sesuai SAP (Dengan perangkat sesual
Satuan:%) SAP (Dengan
Satuan:%)
260020201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pangkalpinang Jumlah Orang yang 33 Jumlah Orang yang 3 3.400,000,000 3.938.115.799
Menerima Gaji dan Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
(Dengan {Dengan
Satuan:0rang/bulan) Satuan{rang/bulan)

-




rsentase

rsentase
Daerah pelaksanaan pelaksanaan
administrasi umum administrasi umum
perangkat daerah perangkat dagrah
(Dengan Satuan:%) (Dengan Satuan:%)
2060120601 | Penyediaan  Komponen Pangkalpinang Jumlah Paket | Jumlah Paket | 2995300 2.303.000
Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
yang Disediakan Disediakan (Dengan
(Dengan SatuanPaket)
SatuanPaket)
2160120604 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pangkalpinang Jumlah Paket Bahan | Jumlah Paket Bahan | 24,636,400 30,500,000
Logistik Kantar yang Logistik Kantor yang
Disediakan (Dengan Disediakan (Dengan
SatuanPaket) Satuan:Paket)
2160120605 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pangkalpinang Jumlah Paket | Jumlah Paket Barang | 2899.700 5,000,000
Penggandaan Barang Cetakan dan Cetakan dan
Penggandaan yang Penggandaan yang
Disediakan (Dengan Disediakan (Dengan
Satuan-Paket) Satuan:Paket)
2160120606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Pangkalpinang Jumlah Dokumen 360 Jumlah Dokumen 360 3,600,000 3,600,000
Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan dan Bahan Bacaan dan
Peraturan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan yang
yang Disediakan Disediakan (Dengan
(Dengan Satuan:Dokumen)
SatuanDokumen)
2160120603 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan | Jumlah Laporan | 150,000.000 75,000,000
dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan
dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
(Dengan (Dengan
Satuan aporan) Satuan: aporan)




21601208 | Penyediaan Jasa Penunjang Pangkalpinang | Persentase oo Persentase
Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya Jasa terlaksananya
Penunjang Urusan Jasa  Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan
yang Disediakan Pemerintahan
(Dengan Satuan:%) Daerah yang
Disedikan (Dengan
Satuan:%)
260120802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Pangkalpinang Jumlah Laporan | Jumlah Laporan | 136,000,000 136,000,000
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan yang Disediakan
(Satuanl aporan) (Satuan aporan)
2160120803 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Pangkalpinang Jumlah Laporan | Jumlah Laporan | 7,000,000 9,944,500
Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan Kantar Perlengkapan Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
(Satuanl aporan) (Satuan aporan)
2160120804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pangkalpinang Jumlah Laparan | Jumlah Laporan | 302224000 325,200,000
Kantor Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantar yang Kantor yang
Disediakan (Dengan Disediakan (Dengan
Satuan aporan) Satuan aporan)
216.0.209 Pemeliharaan Barang Milik Pangkalpinang Parsentase Barang 100 Persentase Barang 100 150,240,000 156,629,000
Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah dalam Milik Daerah dalam
Pemerintahan Daerah kondisi baik kondisi baik (Dengan

(Dengan Satuan:%)

Satuan:%)




2060120901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pangkalpinang Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan 3 118,820,000 121628,000
Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Perorangan Dinas Perorangan Dinas
Kendaraan Perorangan Dinas atau atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Jabatan yang
Dipelihara dan Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya dibayarkan Pajaknya
(Dengan Satuan:nit) (Dengan Satuan:lInit)
260120910 | Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana Pangkalpinang Jumlsh Sarana dan Jumlah Sarana dan | 30,320,000 35,000,000
dan Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Prasarana Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Kantor atau Bangunan
Bangunan Lainnya Lainnya yang
yang Dipelihara/Direhabilit
Dipelihara/Direhabili asi (Dengan
tasi (Dengan Satuandlnit)
Satuandnit)
216,02 PROGRAM INFORMAS! DAN Pangkalpinang | Persentase 00 Parsentase 100 2869987000 | 3935775480
KOMUNIKAS! PUBLIK masyarakat yang masyarakat yang
menjadi sasaran menjadi sasaran
penyebaran informasi penyebaran
publik, mengetahui informast publik,
kebijakan dan mengetahui
program prioritas kebijakan dan
pemerintah dan program prioritas
pemerintah Dagrah pemerintah dan
Kabupaten/Kota pemerintah Daerah
(Dengan Satuan:%) Kabupaten/Kota
(Dengan Satuan:%)
21602201 Pengelolaan Informasi dan Pangkalpinang | Persentase Konten {00 Parsentase Konten 100 2869987000 | 3935775480
Komunikasi Publik ~ Pemerintah Informasi terkait Infarmasi terkait
Daerah Kabupaten/Kota Program dan Program dan
Kehijakan Pemerintah Kebijakan
dan Pemerintah Pemerintah dan
Provinsi sesuai Pamerintah




dengan strategi

Provinsi sesual

Komunikasi dengan strategi
(STRAKOM) (Dengan Komunikasi
Satuan:%) (STRAKOM) (Dengan
Satuan:%)
2160220107 | Pelayanan Informasi Publik Pangkalpinang Jumlah permohanan 0 Jumlah permghonan 1] 325,050,000 250,050,000
Informasi Publik yang Informasi Publik yang
diselesaikan sesuai diselesaikan sesuai
peraturan peraturan
perundangan perundangan (Satuan:
(Satuan: Permohanan)
Permohonan)
2160220018 | Monitoring Informasi Kebijakan O pini, Pangkalpinang Jumlah rekomendasi 0 Jumlah rekomendasi in 72625000 95,625,000
dan Aspirasi Publik kornunikasi terhadap komunikasi terhadap
isu publik yang isu publik yang
berkembang dan berkembang dan
usulan agenda usulan agenda
komunikasi prioritas komunikasi prioritas
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
(Satuan: (Satuan:
Rekomendasi) Rekomendasi)
21602201021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pangkalpinang Jumlah media 140 Jumlah media 140 24722312000 3.090,130.480
komunikasi publik komunikasi publik
milik pemerintah milik pemerintah
daerah yang dikelola daerah yang dikelola
maupun pemantaatan maupun pemantaatan
media berbayar media berbayar
sesuai sesuai kriteria/juknis
kriteria/juknis (Satuan: Media)
(Satuan: Media)
2160220124 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pangkalpinang Jumlah ASN bidang 3 Jumlah ASN bidang 2 50,000,000 750,000,000
Komunikasi Publik komunikasi publik komunikasi publik
yang difasilitasi yang difasilitasi
mengikuti mengikuti




v bipelatihan

(Satuar: Orang)

bimtek/pelatihan
(Satuan: Orang)

21603 PROGRAM APLIKAS! INFORMATIKA Pangkalpinang | Persentase Unit 00 Persentase Unit 100 Persentase Lnit 100 3774106856 | 3910458392
Kerja (PD, UPTD, dan Kerja (PD, UPTD, Kerja (PD, LPTD,
Kelurahan) yang dan Kelurahan) dan Kelurahan)
terhubung dengan yang terhubung yang terhubung
akses internet yang dengan akses dengan akses
disediakan oleh dinas internet yang internet yang
kaminfo (Dengan disediakan oleh disediakan oleh
Satuan:%) dinas kaminfo dinas kominfa
(Dengan Satuan:%) (Dengan Satuan:%)
2160320 | Pengelolaan Nama Domain yang Pangkalpinang | Jumlah Unit Kerja n Jumlah Unit Kerja m Jumlah Unit Kerja a 47,180,000 62333392
Telah Ditetapkan oleh Pemerintah (PD, UPTD, dan (PD, UPTD, dan (PD, LPTD, dan
Pusat dan Sub Domain di Kelurahan) yang Kelurahan) yang Kelurahan) yang
Lingkup Pemerintah Dagrah terhubung dengan terhubung dengan terhubung dengan
Kabupaten/Kota akses Internet yang akses internet akses internet
disediakan oleh dinas yang disediakan yang disediakan
kominfo (Dengan oleh dinas kominfo oleh dinas kominfa
Satuan:PD/Unit Kerja) (Dengan (Dengan
Satuan:PD/Unit Satuan:PD/Lnit
Kerja) Kerja)
216.0320104 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Pangkalpinang Jumlah Dokumen | Jumlah Dokumen | 47,190,000 62333392
Domain Penyelenggaraan Pemerintah Pengelolaan Nama Pengelolaan Nama
Daerah dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dan Sub
Domain Pemerintah Desa Domain Pemerintah Domain Pemerintah
Daerah serta Domain Daerah serta Domain
Pemerintah Desa Pemerintah Desa
(Satuan: Dokumen) (Satuan: Dokumen)




21603202 | Pengelolaan E-government di Pangkalpinang Persentase Persentase 3726916856 | 3848125000
Lingkup Pemerintah Daerah Layanan E- Llayanan E-
Kabupaten/Kota Government BGovernment
(Administrasi (Administrasi
Pemerintahan dan Pamerintahan dan
Publik) yang Publik) yang
diselenggarakan diselenggarakan
secara online dan secara online dan
terintegrasi terintegrasi (Dengan
(Dengan Satuan:%) Satuan:%)
216032021 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Pangkalpinang Jumlah laporan hasil Jumlah laporan hasil 95,395,000 125,000,000
lingkungan Pemda fasilitasi fasilitasi
penyelenggaraan penyelenggaraan
SPBE di lingkungan SPHE di lingkungan
Pemda (Satuan: Pemda (Satuan:
Laparan) Laporan)
2160320216 | Penyelenggaraan pusat kendali Pangkalpinang Jumlah dokumen Jumlah dokumen 531521856 573,125,000
Pemenintah Daerah keterhubungan pusat keterhubungan pusat
kendli dengan Pusat kendali dengan Pusat
Data Nasional Data Nasional (Satuan:
(Satuan: Dokumen) Dokumen)
2160320218 | Koordinasi penyusunan dan/atau Pangkalpinang Jumlah dokumen Jumlah dokumen 100,000,000 150,000,000
reviu arsitektur dan peta rencana arsitekiur SPBE arsitekiur SPBE
SPBE Pemerintah Daerah Pemerintah Dagrah Pemerintah Daerah
yang memuat B yang memuat B
domain arsitektur domain arsitektur dan
dan peta rencana peta rencana yang
yang diusulkan diusulkan (Satuan:
(Satuan: Dokumen) Dokumen)




enyelenggaraan Jaringan Intra Jumlah perangkat
Pemerintah Daerah Kab/Kota daerah di pemerintah
Kab/Kota yang Kab/Kota yang
terhubung dengan terhubung dengan
Jaringan Intra Jaringan Intra
Pemerintah Daersh Pemerintah Daerah
Kab/Kota (Satuan: Kab/Kota (Satuan:
Perangkat Daerah) Perangkat Daerah)
220,02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Pangkalpinang | Persentase B0 Persentase B0 196,145,000 200,000,000
STATISTIK SEKTORAL Perangkat Daerah Parangkat Daerah
yang Menggunakan yang Menggunakan
Data Statistik dalam Data Statistik
Menyusun dalam Menyusun
Perencanaan dan Perencanaan dan
evaluasi evaluasi
pembangunan daerah pembangunan
(Dengan Satuan:%) daerah (Dengan
Satuan:%)
2200220 | Penyelenggaraan Statistik Pangkalpinang | Persentase 100 Persentase 100 196445.000 200,000,000
Sektoral di Lingkup Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daersh
Kabupaten/Kota yang Manyediakan yang Menyediakan
Data Statistik Data Statistik
Sektoral sebagai Sektoral sebagai
Sarana Perencanaan Sarana
dan Evaluasi (Dengan Perencanaan dan
Satuan:%) Evaluasi (Dengan
Satuan:%)
2200220109 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase kegiatan 1] Persentase kegiatan 100 147,775,000 150,000,000
Sektoral statistik sektoral statistik sektoral yang
yang rilis tepat waktu rilis tepat waktu

(Satuan: Persen)

{Satuan: Persen)




2200220110 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlsh kegiatan Jumlah kegiatan 3 48,370,000 50,000,000
yang sesuai dengan Prinsip Satu Data statistik sektoral statistik sektoral yang
Indonesia yang telah dilengkapi telah dilengkapi
metadata (Satuan: metadata (Satuan:
Dokumen) Dokumen)
22,02 PROGRAM Pangkalpinang | Persentase titik yang {[11] Persentase titik (111} 187,710,000 195,500,000
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN diamankan dibanding yang diamankan
UNTUK PENGAMANAN INFORMAS! dengan jumlah dibanding dengan
seluruh titik pada Jjumlah seluruh titik
pemeritah daerah pada pemeritah
berdasarkan Pola daerah
Hubungan Komunikasi berdasarkan Pola
Sandi (PHKS) yang Hubungan
ditetapkan (Dengan Komunikasi Sandi
Satuan:%) (PHKS) yang
ditetapkan (Dengan
Satuan:%)
22.02201 Penyelenggaraan Persandian Pangkalpinang | Persentase sistem 100 Parsentase sistem 100 94,265,000 100,000,000
untuk Pengamanan  Informasi elektronik elektronik
Pemerintah Dagrah pemerintah daerah pemerintah dasrah
Kabupaten/Kota yang telah yang telah
menerapkan prinsip menerapkan prinsip
manajemen manajemen
keamanan informasi keamanan informasi
(SMKI) (Dengan (SMKI) (Dengan
Satuan:%) Satuan:%)




2210220100 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Jumlah Kebijakan Jumlah Kebijakan 44,265,000 50,000,000
Keamanan Informasi dan Jaring Tata Kelola Tata Kelola
Komunikasi Sandi Pemerintah Keamanan Informasi Keamanan Informasi
Daerah Kabupaten/Kota dan Jaring dan Jaring
Komunikasi Sandi Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang Ditetapkan yang Ditetapkan
(Dengan (Dengan
Satuan:Dokumen) SatuanDokumen)
2210220103 | Pelaksanaan  Keamanan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 0,000,000 50,000,000
Informasi Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Keamanan Informasi Keamanan Informasi
dan Non Elektronik Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah Kabupaten/Kata
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
dan Non Elektronik (Dengan
(Dengan Satuan: aporan)
SatuanL aparan)
2202202 | Penetapan Pola Hubungan Parsentase Persentase 93,445,000 95,500,000
Komunikasi Sandi  Antar Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang Memiliki yang Mamiliki
Kabupaten/Kota Jaringan Jaringan Komunikasi
Komunikasi Sandi Sandi (Dengan
(Dengan Satuan:%) Satuan:%)
2210220201 | Dperasionalisasi Jaring Jumlah Perangkat Jumlah Perangkat 93 445,000 95,500,000
Komunikasi Sandi Pemerintah Daersh yang Daerah yang
Daerah Kabupaten/Kota Terhubung dalam Terhubung dalam
Jaring Komunikasi Jaring Komunikasi
Sandi (Dengan Sandi (Dengan
SatuanPerangkat SatuanPerangkat
Daerah) Dagrah)
11,207,644,256 13,492, 765,484




BABYV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan
dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan
program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pangkalpinang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Pangkalpinang tahun 2025 masih mengacu kepada rencana Strategis 2024-
2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan
yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam
rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan
dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai
salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh karena
itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.




Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi pemacu
peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinangdalam mewujudkan
Good Governance di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang khususnya dan
Pemerintah Kota Pangkalpinang pada umumnya. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pangkalpinang, Mei 2024




